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   Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2023
tentang Pemberian Perizinan Berusaha,
Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas
Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha
di Ibu Kota Nusantara memuat berbagai
insentif fiskal maupun non fiskal yang
dikucurkan dalam rangka menarik
investor untuk berinvestasi di Ibu Kota
Nusantara (IKN). Setidaknya terdapat 9
insentif sebagaimana terlihat pada
infografis disamping, hal ini dilakukan
agar percepatan pembangunan IKN
dapat segera terlaksana. 
  Penerapan insentif pajak yang selama
ini diberikan oleh pemerintah sejatinya
masih memiliki beragam masalah,
diantaranya inkonsistensi peraturan
pemerintah terkait insentif pajak
cenderung membuat investor
mengalami ketidakpastian rencana
realisasi investasi, serta terdapat
permasalahan teknis dalam mekanisme
pendaftaran investasi melalui Online 
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Single Submission (Celios, 2023). Tax holiday dan tax allowance sebagai
insentif fiskal yang diharapkan mampu meningkatkan investasi, belum
menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data Tax
Expenditure Report 2021, pada tiga tahun terakhir (2020-2022) jumlah Wajib
Pajak yang mengajukan permohonan terhadap berbagai insentif pajak yang
berkaitan dengan peningkatan investasi masih rendah. 
  Minimnya WP yang mengajukan permohonan fasilitas pajak tersebut, mengindikasikan bahwa insentif
perpajakan bukan menjadi faktor utama yang mendorong investasi di suatu negara. Global Investment
Competitiveness Report Tahun 2017/2018 menyatakan bahwa keputusan berinvestasi justru secara dominan
dipengaruhi oleh faktor-faktor non-pajak. Faktor pajak hanya berada pada peringkat 7 dari seluruh faktor-faktor
yang mempengaruhi keputusan berinvestasi (World Bank, 2017). 
   Tax holiday juga dianggap kurang efektif dalam menarik investasi, karena insentif diberikan setelah investor
mengeluarkan modal dalam jumlah yang banyak (Mousley et.al, 2009). Data serta beberapa kajian terdahulu,
memperlihatkan bahwa insentif pajak belum tentu dapat menarik investor untuk melakukan investasi. Faktor-
faktor pendukung lainnya di luar perpajakan justru dapat menjadi faktor utama yang menentukan minat investor
dalam berinvestasi di suatu negara. Sehingga, Komisi VI dan komisi XI DPR RI perlu mendorong pemerintah
agar melakukan bauran kebijakan antara insentif perpajakan dengan faktor-faktor pendukung investasi lainnya
seperti stabilitas politik dan ekonomi.
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